
PERGUB 135 TAHUN 2019 TENTANG 
TATA BANGUNAN



VISI JAKARTA

AMAN, NYAMAN, BERKELANJUTAN, 

SEJAJAR KOTA-KOTA BESAR DUNIA,  

DIHUNI MASYARAKAT SEJAHTERA



Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Pasal 194 -196

§ KETENTUANKEGIATAN DAN PENGGUNAAN RUANG

§ KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum ;

2. KoefisienLantai Bangunan (KLB) maksimum ;

3. Ketinggian Bangunan (KB) maksimum ;

4. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan

5. KoefisienTapak Besmen (KTB) maksimum.

§ KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM

§ KETENTUANLAINYANG DIBUTUHKANUNTUKMENGENDALIKANPEMANFAATANRUANGDIKAWASAN 
CAGARBUDAYA, KAWASANRAWANBENCANA,KAWASANKESELAMATANOPERASIPENERBANGAN,DAN 
KAWASAN LAINNYA SESUAIDENGAN KETENTUANPERATURANPERUNDANG-UNDANGAN.

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG guna terwujudnya visi, misi, & tujuan penataan ruang, 

ditetapkan KEBIJAKANPERATURANZONASI meliputi :



RENCANA DETAIL TATA RUANG &  
PERATURAN ZONASI

• POLA SIFAT LINGKUNGAN
• ZONASI
• KLASIFIKASI KEGIATAN
• TABEL INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG
• KETETAPAN RENCANA KOTA (KRK)

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014



PETA POLA SIFATLINGKUNGAN Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014



• Peta Zonasi + ITBX contoh tanah abang

PETA ZONASI Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014



KLASIFIKASIKEGIATAN

HUNIAN KEAGAMAAN USAHA SOSIAL BUDAYA KHUSUS

Contoh Tabel Pelaksanaan Kegiatan dalan Sub Zonasi

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014



TABELINTENSITAS PEMANFAATAN RUANG Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014



KETETAPAN RENCANA KOTA



TATABANGUNAN

Ketentuan Tata Bangunan meliputi :

1. LAHAN PERENCANAAN
2. TATA BANGUNAN GEDUNG
3. INTENSITASPEMANFAATAN RUANG
4. PEMANFAATAN RUANG DI ATAS PRASARANA DAN SARANA

5. PEMANFAATAN RUANG DI BAWAH JALUR TEGANGAN TINGGI
6. PEMANFAATAN RUANG DI ATAS PERMUKAAN AIR;

7. PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN SUNGAI, PANTAI DAN WADUK/SITU
8. PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
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TATABANGUNAN

1. LAHAN PERENCANAAN
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Adalah lahan efektif yang direncanakan untuk kegiatan
pemanfaatan ruang, dapat berbentuk superblok, blok,
subblokdan/ ataukaveling/ persil/ perpetakan.

§ luaslahan efektif yaituluaslahan  
perencanaanyang dihitung setelah  
dikurangi prasarana kota, zona hijau, zona  
lindung, dan/ atauzona terbuka biru.

§ Bidang tanah yang merupakan arkade 
yang terdapat dalamrencana kota  
diperhitungkansebagai lahan  
Perencanaan

§ Bangunan gedung yang didirikanharus
berada di dalamlahan perencanaan

§ Luas bidang tapak lahan yang dapat 
dibangun adalah luas lahan perencanaan 
yang dihitung setelah dikurangi GSB, 
prasarana kota dan jarak bebas bangunan.

LAHAN PERENCANAAN
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JENIS-JENISLAHAN PERENCANAAN

Keterangan :

Lahan perencanaan

satu zona dengan satu 
kepemilikan dibatasi dan/atau 
dipisahkan prasarana kota

> satu intensitas pemanfaatan
ruang pada satu subzona.

satu intensitas pemanfaatan
ruang pada satu sub zona.

lebih dari satu zona dibatasi
dan/atau dipisahkan prasarana kota

memiliki lebih dari satu zona
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PEMECAHAN/PENGGABUNGAN LAHAN PERENCANAAN

DAPATDILAKUKANPADA1 KEPEMILIKAN/PERMOHONAN PERIZINANDENGANSYARAT:

ü Jika LOKASI LAHAN :

§ Saling BERSINGGUNGAN

§ DIPISAHKAN PRASARANA KOTA
dengan persentase paling kecil 25%
dari lebar lahan terkecil atau 20 m

jika PRASARANA KOTA LEBIH BESAR 12 M harus memiliki AKSES PENGHUBUNG berupa
bangunan layang/terowongan penyeberangan orang/akses penghubung antar basemen yang harus
ditetapkan melalui Keputusan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD;

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



PERHITUNGAN BATASAN INTENSITAS PADA LAHAN PERENCANAAN
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TATABANGUNAN

2. TATA BANGUNAN GEDUNG
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TATA BANGUNAN GEDUNG

Pemanfaatan bangunan gedung harusmengikuti ketentuan  
teknis agar terwujud keserasian, keamanan, kenyamanan, 
dan keselarasan dengan lingkungan

JARAK  
BEBAS

BANGUNAN
TINGGIGSB

Pagar

Ramp

Parkir

ARKADE

Bangunan  
Layang

Bangunan 
dibawah 

permukaan  
tanah
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TATA BANGUNAN GEDUNG

GSB
& 

JARAK BEBAS
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MENGAPA PERLU DIATUR GSB & JARAK BEBAS BANGUNAN?

ü KESERASIAN & ü KENYAMANAN ü KEAMANAN 
KESELARASAN



TATA BANGUNAN GEDUNG

GSB
(Garis Sempadan Bangunan)
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TATA BANGUNAN GEDUNG GARISSEMPADAN BANGUNAN (GSB)

GSB adalah batas terluar bangunan gedung terhadap rencana jalan, jalan
rel, sungai, drainase, waduk, pantai dan jalur tegangan tinggi yang bertujuan
untuk menciptakan keamanan,kenyamanan, keteraturan dan estetika kota.

GSBTERDIRI DARI :

a) GSBterhadap Garis Sempadan Jalan (GSJ)

b) GSBterhadap Garis Sempadan Sungai (GSS)

c) GSB terhadap Garis Sempadan Pantai (GSP)

d) GSB terhadap Garis Sempadan Danau (GSD)

e) GSB terhadap Garis Sempadan Kereta Api (GSKa)
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TATA BANGUNAN GEDUNG GARISSEMPADAN BANGUNAN (GSB)

§ GSB pada bangunan baru yang bukan merupakan BANGUNAN CAGAR BUDAYA pada kaveling
dalam kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian/Cagar Budaya harus menyesuaikan
dengan karakter Kawasan Pelestarian/Cagar Budaya dalam satu koridor jalan/segmen jalan untuk
menjaminkeserasiandalam satu koridor jalan tersebut;

§ Dalam rangka menjaga keserasian lingkungan, untuk bidang tanah/lahan perencanaan yang telah
ditetapkan GSB pada DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG TERDAHULU dan telah dituangkan
dalam perizinan pemanfaaran ruang yang lama, maka GSB di sepanjang segmen jalan tersebut
dapat mengikuti ketentuan tersebut; dan

§ Besar GSB pada lahan perencanaan yang berada pada sisi rencana jalan yang di dalamnya
terdapat rencana kota berupa ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, jalan tol atau jaringan rel
kereta, GSBdihitung berdasarkan lebar rencana jalan pada sisimuka lahan perencanaan.

Rencana Jalan Besar GSB

Lebar s/d 12 m ½ lebar rencana jalan

Lebar lebih12 m s/d 26 m 8 m

Lebar > 26 m 10 m

Jalan eksisting, bukan rencana jalan lebar < 4 m 0 m

a. Besarnya GSBterhadap Garis Sempadan Jalan (GSJ) dengan ketentuan:
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TATA BANGUNAN GEDUNG GARISSEMPADAN BANGUNAN (GSB)

b. Besarnya GSBterhadap Garis SempadanSungai (GSS) dengan ketentuan:

§ Garis Sempadan Sungai (GSS) yang belum memiliki
jalan inspeksi

§ Sempadan sungai adalah zona penyangga antara  
ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini 
umumnyadidominasi oleh tumbuhandan/atau lahan 
basah;

§ GSSadalah garis maya di kiri dan kanan palung  
sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan 
sungai;

§ sungai, kali dan/atau saluran air dengan lebar 
kurang dari atau sama dengan 18 m (delapan belas 
meter), GSBsetengah kali lebar sungai kecuali untuk 
fungsi hunian minimum 4 m (empat meter) dihitung 
dari GSS; dan

§ sungai, kali dan/atau saluran air dengan lebar lebih 
dari 18 m (delapan belasmeter), besar GSB10 m  
(sepuluh meter) kecuali pada fungsi hunian minimum5 
m (lima meter) dihitung dari GSS.
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TATA BANGUNAN GEDUNG GARISSEMPADAN BANGUNAN (GSB)

c. Besarnya GSBterhadapGarisSempadan Pantai (GSP) denganketentuan:

§ GSPadalah jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk 
lahanbudi daya atau untuk didirikanbangunan;

§ GSPdiukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
§ Penetapan GSP disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi 

pesisir, kebutuhan ekonomidan budaya, serta ketentuan lain;
§ GSBpada pantai di pulau-pulau Kabupaten Administrasi KepulauanSeribuharus memenuhi

ketentuanGSPyangditetapkandalam RDTRdan PZatau disesuaikandengan kondisi pulau;
§ GSBpada pantai di pesisir Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 10 matau disesuaikan

dengan kondisi lingkungandihitung dari GSPke arahdarat;

GSBpada pantai di pesisir  
Kota AdministrasiJakarta  
Utara sebesar 10 m atau  
disesuaikandengankondisi  
lingkungandihitung dari GSP  
ke arah darat;
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TATA BANGUNAN GEDUNG GARISSEMPADAN BANGUNAN (GSB)

10 m 10 m

§ Besarnyasebesar 10 m dihitung dari tanggul danau/dari tinggi maks. air danau ke arah darat.

§ GSD adalah garis maya yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang 
berfungsi sebagai kawasanpelindung danau.

e. Besarnya GSBterhadap terhadap Garis Sempadan 
Kereta Api (GSKa) dengan ketentuan:
§ Merupakangarisbatas luar pengamananrel kereta api.

§ Besarnya sebesar 9 m dihitung terhadap ruang milik  
jalan rel kecuali pada bangunanstasiun.

d. Besarnya GSBterhadap Garis Sempadan Danau, Situatau Waduk (GSD) 
dengan ketentuan:
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TATA BANGUNAN GEDUNG GARISSEMPADAN BANGUNAN (GSB)

UNSURBANGUNANDIPERKENANKAN DIANTARAGSBDAN/ATAUGSJ/GSK 
DENGAN KETENTUAN :

a. Detail atau unsurbangunan gedung di atas permukaan tanah akibat 
keragaman rancangan arsitektur dan tidak digunakan sebagai ruang 
kegiatan seperti KANOPI DAN BALKON;

b. Detail atau unsurbangunan gedung berupa StrukturDan/Atau Instalasi 
Bangunan Gedung yang berada di bawah permukaan lahan seperti 
PONDASI dan STRUKTURBASEMEN;

c. Unsur bangunangedung yang digunakan sebagai sarana sirkulasi yang 
bukanmerupakan bagian dari sirkulasi utama bangunan seperti AC 
WINDOW

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010



TATA BANGUNAN GEDUNG

JARAK BEBAS
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TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

JARAKBEBASBANGUNAN adalah jarak minimalyang 
diperkenankan dari dinding terluar bangunan gedung 
sampai batas lahan perencanaan.
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JARAK ANTARA BANGUNAN DENGAN BATAS-BATAS PERSIL

JARAK ANTAR BANGUNAN GEDUNG

TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS



TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

§ lantai 1 s/d lantai 4 paling sedikit 4 m

§ lantai 5 s/d lantai 21 jarak bebas 
ditambah 0,5 msampai mencapai 12,5 m

§ lantai 22 dan seterusnya jarak bebas  
tetap 12,5 m

JARAKBEBASditentukan berdasarkan ketinggian bangunan

Dihitung dari dinding terluar bangunan gedung ke GSJ,
antar massa bangunan, pagar/batas lahan perencanaan
yang dikuasai dan rencana saluran, jaringan tegangan tinggi
listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya;

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

½ JARAK BEBAS ATAU MINIMUM 4 M

Lahan perencanaan yang berimpitan 
Zona Terbuka Hijau Lindung, Zona  

Hutan Kota, Zona Taman Kota, Zona  
Pemakaman, Zona Jalur Hijau, Zona  

Hijau Rekreasi :

JARAK BEBAS MINIMUM 6 M

Lahan perencanaan yang berimpitan 
ZONA INDUSTRI dan pergudangan 

dan/atau bangunan dengan kegiatan
industri dan pergudangan
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TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020

SPBU/SPBGDENGANKEGIATANLAIN DI LUARKAVLING
jarak bebas min.30 mdihitung dari bidang dinding terluar konstruksi tangki
penyimpananbahanbakar



TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

½ JARAK BEBAS, Jika MASSA BANGUNAN MEMBENTUK
SUDUT terhadap bidang pagar atau batas lahan perencanan,  
kecuali ditentukan harus menyediakan sirkulasi mobil  
pemadam kebakaran



TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

§ Jika lebar OVERSTEK ≤ 1,5 m, jarak bebas bangunan dihitungdari bidang dinding terluar bangunan

§ Jika lebar OVERSTEK> 1,5 m, jarak bebas bangunan dihitung dari bidang terluar overstek

§ Jika jarak antar FASAD SELUBUNG GANDA ≤ 1,5 m, jarak bebas bangunan
dihitung dari bidang fasad selubung utama bangunan gedung

§ Jika jarak antar FASADSELUBUNGGANDA > 1,5 m, jarak bebas bangunan 
dihitung dari bidang fasad selubung (ganda) tambahan bangunan gedung



TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020

½ JARAK BEBAS dari batas 
lahan perencanaan

untuk CORE sarana prasarana
atau ME



TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

tunggal harus memperhatikan keamanan, penghawaan,BANGUNAN TIPE DERET yang dibangun 
pencahayaan alami dan keserasian lingkungan

Pada PSL kurang padat dan tidak padat, bangunan deret 
diperkenankan s/d 4 lantai, lantai 5 dan seterusnya 

diberlakukan ketentuan jarak bebas

Pada PSL padat dan sangat padat bangunan deret 
diperkenankan s/d 8 lantai, sedangkan lantai 9 dan 

seterusnya diberlakukan ketentuan jarak bebas



TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

GSB < JARAK BEBAS BANGUNAN
maka jarak bidang tampak depan dengan GSJ/GSS untuk lantai 1 s/d lantai 4 sebesar GSB, sedangka lantai 5 dan 
seterusnya jarak bidang tampak depan menggunakan ketentuan jarak bebas bangunan

GSB > JARAK BEBAS BANGUNAN
maka jarak bidang tampak depan dengan GSJ/GSS paling sedikit sebesar GSB
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TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

BEBAS 
JARAK BEBAS

SAMPING

Rumah Kampung, Rumah 
Sangat Kecil, Rumah Kecil,  
Rumah Sedang, Rumah Besar 
Dan Rumah Flat

Bangunan Gedung

BEBAS
JARAK BEBAS 

BELAKANG

dengan syarat tetap memperhatikan
penghawaan dan pencahayaan alami

apabila jarak lahan perencanaan 
antara GSB dengan batas tanah 
belakang maksimum 10 m

lebar bangunan maksimum 8 m, 
dapat mengikuti jarak bebas 
hingga intensitas pemanfaatan 
ruang dipenuhi

• tipe tunggal atau tipe kopel
• luas bidang tapak lahan yang dapat 

dibangun (setelah dikurangi GSB, 
prasarana kota dan jarak bebas ) 
kurang dari 36 m2

• tipe tunggal atau kopel
• lebar lahan perencanaan rata-

rata sampai dengan 12 m
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TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar
antar bangunan gedung;

JARAK BEBAS ANTAR BANGUNAN

BANGUNAN DALAM SATU 
LAHAN PERENCANAAN

BANGUNAN DI ATAS PODIUM TERDIRI DARI
BEBERAPA MENARA BANGUNAN

Jarak bebas ½ kali 
ketentuan jarak bebas 

bangunan terhadap batas 
lahan perencanaan



TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar
antar bangunan gedung;

JARAK BEBAS ANTAR BANGUNAN

kedalaman lekukan (D) > jarak antar bangunan (Y)

MASSA BANGUNAN DEN HURUF U ATAU HURUF H

kedalaman lekukan (D) < jarak antar bangunan (Y)

jarak antara kedua massa bangunan minimum =
jarak antar bangunan dalam satu lahan perencanaan

jarak antara kedua massa bangunan minimum =
½ dari jarak antar bangunan dalam satu lahan

perencanaan



TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

jarak minimal yang diperkenankan dari dinding  
terluar antar bangunan gedung;

JARAK BEBAS ANTAR BANGUNAN

½ kali jarak bebas bangunan
terhadap batas lahan perencanaan

DUA MASSA BANGUNAN MEMILIKI
JEMBATAN/BANGUNAN PENGHUBUNG

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

BANGUNAN KHUSUS untuk menggunakan, 
menyimpan atau memproduksi BAHAN PELEDAK / 
BAHAN-BAHAN LAIN YANG SIFATNYA MUDAH 
MELEDAK, BAHAN RADIOAKTIF, RACUN, MUDAH 
TERBAKAR / BAHAN BAHAN LAIN YANG BERBAHAYA

lokasi bangunan terletak di luar lingkungan perumahan 
atau jarak minimum 50 m dari jalan umum, jalan kereta 

api, dan bangunan gedung lain di sekitarnya;

dikelilingi pengaman dengan tinggi minimal 2,5 m dan 
ruang terbuka pada pintu depan harus ditutup dengan 

pintu kuat yang diberi peringatan

jarak minimal 10 m dari batas-batas pekarangan serta 
bagian dinding yang terlemah dari bangunan tersebut 

diarahkan ke daerah yang aman



TATA BANGUNAN GEDUNG JARAKBEBAS

Jarak bebasbasemenBANGUNAN KETINGGIAN  
MAKSIMAL4 LANTAI :

§ min. 3 mdari GSJ/ GSK/ saluran

§ min. 1 mterhadap lahan perencanaanlain,

dan tidak menimbulkandampak negatif terhadap
persil/ perpetakansekitar.

JARAK BEBAS BASEMEN

Jarakminimumyang diperkenankan  
dari dinding terdalambasemen  
ditambah30 cmsampai bataslahan  
perencanaan

Jarakbebasbasemen harusberjarak  
minimum3 mdari bataslahanperencanaan.
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TATA BANGUNAN GEDUNG

ARKADE
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TATA BANGUNAN GEDUNG ARKADE

ü MASSA BANGUNAN harus sejajar dan berhimpit dengan GSJ.

ü Berfungsi sebagai jalur sirkulasi pejalan kaki yang memiliki akses menerus antar persil.

ü Lantai 2 s/d 4 dapat berada di atas arkade, lantai 5 seterusnya berlaku ketentuan jarak bebas.

ü Tinggi bukaan pada tampak arkade = 3 m.

ü Harus menerus antar persil untuk membentuk kontinuitas muka kawasan.

ü Lebar arkade minimum 3 m.



TATA BANGUNAN GEDUNG

BANGUNAN TINGGI
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TATA BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN TINGGI

LIFT § Bangunan tinggi yang karena sifat penggunaannya /  
ketinggian > 4 lantai harus dilengkapi elevator (lift).

§ Bangunantinggi kegiatanrumah susun umumharus  
menyediakanelevator (lift) khusus difabel.

eskalator menerusmaksimumsetinggi 4 lantai

§ eskalator menerus> 2 lantai dilengkapi dengan  
dinding transparansebagai sarana pengaman

ESKALATOR

§
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Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020

TATA BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN TINGGI

REFUGEE

§ Paling sedikit 50% dari area kotor (gross area) lantai
penyelamatan harus dirancang sebagai area berkumpul
(holding area) yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang
publik dan tidak digunakan sebagai area komersial
denganmemakai material yang tidak mudah terbakar

§ Konstruksi yang memiliki tingkat ketahanan api ≥ 2 jam,
bebas asap, mempunyai sistemventilasi dan penerangan
yang terpisah serta selalu berfungsi dalam keadaan
darurat;

§ Tangga kebakaran harus berhenti di Refuge Floor sebelum 
menuju jalankeluar lantai berikutnya.

§ Jarak antar RefugeFloor≤ setiap interval maks.16 lantai 
dan/ atausetiap interval ketinggianmaksimum80 m

Bangunan lebih dari 24 lantai atau lebih dari 120 mharus menyediakan
RefugeFloor sebesar 1 lantai penuh ataulebih

LANTAI REFUGEE

> 24 LANTAI / > 120 M
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TATA BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN TINGGI

KKOP(KAWASANKESELAMATAN OPERASIO PENERBANGAN)
Bangunan yang dibangun dengan ketinggian
melebihi batasan yang ditetapkan dalam KKOP
harus mendapat izin dan/atau rekomendasi dari
instansi yang berwenang.

landasan helikopter/ helipad pada
bangunan tinggi harus mendapat izin dan/atau
rekomendasi dari Instansi yang berwenang.

HELIPAD
Pembangunan



TATA BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN TINGGI

§ berada pada zona penyangga dan zona  
pelindung taman medan merdeka tidak  
diperkenankanmembangun landasan  
helikopter/helipad kecuali mendapat  
rekomendasi dari sekretariat presidendan  
instansi berwenang.

§ berada pada zona penyangga, zona  
pelindungtaman medan merdeka, dan  
pada koridor di luarzona pelindung  
taman medan merdeka yang  
berhadapan langsungdengankawasan  
istana presiden dan wakil presiden tidak 
diperkenankanmemiliki jendela dan/a tau  
ruang yang berhadapan langsung kecuali 
berupa jalur/ sirkulasipejalankaki.

§ berada pada zona penyangga, zona  
pelindungtaman medan merdeka dan  
pada kawasan sekitar istanapresiden  
dan wakil presiden sewaktu-waktudapat  
digunakanuntuk fungsi keamanandan  
pertahanan.

KAWASAN MEDAN MERDEKA
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TATABANGUNAN

3. INTENSITAS 
PEMANFAATAN RUANG



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Setiap pembangunanharus sesuai IntensitasPemanfaatan RuangRDTRdan PZ !

KECUALIpada lahan asetmilik Pemerintah/Pemerintah Daerah, intensitas pemanfaatan 
ruangnya disesuaikan dengan kebutuhan

KOEFISIEN 
LANTAI 

BANGUNAN  
(KDB)

KOEFISIEN 
LANTAI 

BANGUNAN  
(KLB)

KOEFISIENTAPAK
BASEMEN

(KTB)

KOEFISIEN 
DASARHIJAU  

(KDH)

KETINGGIAN
BANGUNAN (KB)

INTENSITASPEMANFAATAN RUANG



TATA BANGUNAN GEDUNG

KDB
(Koefisien Dasar Bangunan)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



Luas Lahan

Luas Lantai Dasa
r

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KDB

KDB? Angka Persentase perbandingan antara luas
seluruh lantai dasar bangunan gedung dihitung
berdasarkan batas dinding terluar terhadap
luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan

KDB

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020

Luas Lahan

Luas Lantai
Dasar



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KDB

Ketentuan KDB
luasdinding terluar lantai dasar dengan
proyeksi atap/ kantilever yang menutupi
ruang terbuka di lantai dasar.



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

RU
AN

G
TE

RT
UT

UP LuasLantai  
bangunanyang  
beratap dan 
berdinding lebih  
dari 1,2 m

Dihitung sebagai 
KDB 100%

PR
O

YE
KS

I

LuasProyeksi  
bangunan layang  
atau kantilever pada 
bangunan gedung  
non hunian

dihitung KDB 50% dari  
luasbangunan,  
bangunan layang /  
kantilever

PR
O

YE
KS

I

proyeksi atap / kantilever  
rumah kampung, rumah 
sangat kecil, rumah kecil,  
rumah sedang & rumah  
besar. jika lantai dasarnya  
sebagai teras rumah,  
tempat berkumpul dan 
sejenisnya

dihitung KDB 50% luas  
atap atau kantilever

PerhitunganKDB

* PROYEKSIatap atau kantilever bangunan gedung sampai dengan atap atau kantilever di lantai 8



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

K
AN

O
PI tidak i sebagai drop  

off/antar jemput 
penumpang,
tidak digunakan 
sebagai fungsiusaha

lebarnya >1,5 m  
Dihitung sebagai KDB  
100%

K
A

N
O

PI tidak sebagai drop  
off/ antar jemput 
penumpang,
digunakan sebagai  
Fungsiusaha

dihitung sebagai 
KDB 100%

PA
R

K
IR lantai dasar pada  

bangunan gedung  
non hunian yang  
digunakan sebagai  
parkir

proyeksi dari lantai 
atasnya dihitung 
sebagai lantai parkir,  
dan dihitung sebagai  
KDB 100%

PerhitunganKDB



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

RU
AN

G
M

E

lantai dasar pada  
ruang mekanikal  
elektrikal yang 
terpisah dari 
bangunanutama

dihitung sebagai 
KDB 100% B

A
N

G
U

N
A

N
K

O
N

TA
IN

ER lantai bangunan 
kontainer baik 
satuan, disusun  
berjejer, maupun 
disusun bertingkat  
dengan pondasi yang  
digunakan sebagai 
fungsibangunan  
gedung

dihitung sebagai  
KDB 100%

AT
M

lantai bangunan 
Anjungan Tunai  
Mandiri (ATM).

dihitung sebagai 
KDB 100%

PerhitunganKDB



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

PR
O

YE
KS

I

proyeksi atap /  
kantilever rumah 
kampung, rumah 
sangat kecil, rumah  
kecil, rumah sedang &  
rumah besar dari  
overstek datar/ miring  
yang tidak untuk 
kegiatan/aktifitas

Tidak dihitung 
sebagai KDB

K
A

N
O

PI kanopi yang 
berfungsisebagai  
drop off

Tidak dihitung
sebagai KDB

BA
LK

O
N

Proyeksi balkon

* PROYEKSIatap atau kantilever bangunan gedung sampai dengan atap atau kantilever di lantai 8

Lebar ≤1,5 m Tidak  
dihitung sebagai KDB,  
kelebihannya dihitung 

100%

PerhitunganKDB



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

PR
O

YE
K

SI
A

RK
A

DE
proyeksi bangunan 
ARKADEyang  
digunakan untuk  
jalur/sirkulasi pejalan 
kaki publik

Tidak dihitung 
sebagai KDB

CA
RP
O
RT lantai parkir/carport 

pada rumah kampung, 
rumah sangat kecil,  
rumah kecil, rumah 
sedang dan rumah  
besar, yang beratap  
tidak berdinding, 
kecuali dinding pagar  
pembatas antar persil

Tidak dihitung 
sebagai KDB

RU
AN

G
PU

B
LI

K pemanfaatan ruang 
antar bangunan 
yang dimanfaatkan 
untuk kepentingan 
publik

Tidak dihitung  
sebagai KDB

PerhitunganKDB

* PROYEKSIatap atau kantilever bangunan gedung sampai dengan atap atau kantilever di lantai 8



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

B
A

N
G

U
N

A
N

PE
N

G
H

U
B

U
N

G

Bangunan 
penghubung antar  
bangunan gedung dan  
atap pedestrian di 
lantai dasar berbentuk  
selasar, beratap, dan  
tidak berdinding dan 
hanya digunakan  
untuk sirkulasi pejalan 
kaki

Lebar maks. 4 m tidak  
dihitung sebagai KDB

PerhitunganKDB



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

SA
RA

NA
PE

NU
NJ

AN
G

D
IL

UA
R

G
ED

U
N

G Gardu PLN dan genset  
Tangki air/ tangki BBM  
Dudukan chiller, ruang solar

genset, & sejenisnya
Tempat pembuangan sampah;
Garasimobil pemadam

kebakaran / ambulans;
Gapura;
Posjaga luas @maks. 4 m2
Security check,dinding hanya  

satu sisi dan kanopi
Ramp beratap
Cerobongudara basemen

@maks. 4 m2
Toilet umum 
Mushola &T.wudhu  
Ruang tunggu sopir;

Shelter tunggu transportasi

tidak dihitung sebagai KDB



RumusPersentasi Proyeksi = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑡.𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑠𝑖)
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝐷𝐵

×100%

𝐾𝐷𝐵 =

q RumusPerhitungan KDBjika PersentasiPROYEKSITIDAK LEBIHDARI 10% :
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 + 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑠𝑖) − (50%	𝑥 𝐿𝑡. 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑠𝑖

𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛
×100%

𝐾𝐷𝐵 =

q RumusPerhitungan KDBjika PersentasiPROYEKSILEBIHDARI 10% :
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 + 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑠𝑖) − (10% 𝑥50%𝑥 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝐷𝐵

𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 ×100%

𝐾𝐷𝐵 =
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑠𝑖

𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛𝑃𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛
×100%

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KDB

Rumus perhitungan KDB

2. Bangunan bukan kegiatanrumah :

1. Bangunan untuk kegiatan rumah (Sangat Kecil/Kecil/Sedang/Besar) :



Proyeksi

Lantai Dasar

Proyeksi

Data Lahan :
§ Lahan Perencanaan= 1000 m2
§ KDB= 40%
§ Luas BatasanKDB= 400 m2
§ Luas Lantai Dasar = 200 m2

= Total Luas Lantai Dasar - (Proyeksi X 50%)
= 200 – (30 x 50%) = 200 – 15 = 185 m2

CONTOH I. LuasTotal Proyeksi = 30 m2
Presentase Proyeksi :

= Total Proyeksi : Batasan KDB
= 30 m2 / 400 m2
= 7,5 % (Proyeksi < 10% Batasan KDB)

Perhitungan Luas KDB:

KDB = 185 m2 x 100% = 18.50 %
1000 m2

= Total Luas Lantai Dasar - (10% X 50% X Batasan KDB)
= 200 – (10% x 50% x 400 ) = 200 – 20
= 180 m2

CONTOH II. LuasTotal Proyeksi = 60 m2
Presentase Proyeksi :

= Total Proyeksi : Batasan KDB
= 60 m2 / 400 m2
= 15 % (Proyeksi > 10% Batasan KDB)

Perhitungan Luas KDB:

KDB = 180 m2 x 100 % = 18.00 %
1000 m2

Contoh perhitungan KDB
INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KDB



TATA BANGUNAN GEDUNG

KLB
(Koefisien Lantai Bangunan)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



KLB
Seluruh Lantai
Bangunan

Lahan

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

angka perbandingan antara luasseluruh lantai 
bangunan gedung dihitung berdasarkan batas 
dinding terluar dengan luas lahan perpetakan 
terhadap lahan perencanaan

Luas Lahan

Luas Seluruh
Lantai Bangunan

KLB?

Dihitung dengan menjumlahkan seluruh  
luas lantai bangunangedung yang  
dimanfaatkanuntuk aktivitaskegiatan.



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

FU
N

G
SI

U
TA

M
A

Apartemen  
Kantor 
Hotel

Dihitung 
sebagai KLB  

100%

FA
SI

LI
TA

S

Toko 
Warung  
Lobby

Dihitung 
sebagai KLB  

100%

SA
RA

NA
PE

NU
NJ

AN
G

D
A

LA
M

G
ED

UN
G

Shaft pemadam 

Lift & shaft lift 

Ruang & shaft MEP
Mushola & T. wudhu  
Ruang tunggu sopir 

FFC

Toilet & Janitor 

IPAL
T. kumpul sampah  
Ruang laktasi 

Ruang genset 
AHU & ruang fan

Tangga kebakaran 
Outdoor AC

Ruang UMK

≤20% dari luaslantai  
bangunan tidak 
dihitung KLB, 
kelebihannya dihitung 
dalam KLB 100%

SA
RA

NA
PE

NU
NJ

AN
G

DI
LU

AR
G

ED
UN

G

Gardu PLN 

Tangki air/BBM 
Dudukan chiller/
ruang solar genset
TPS
Garasi mobil damkar/
ambulans
Gapura
Posjaga maks. 4 m2  

Security check 
Ramp beratap 

Cerobong udara
besmen @maks. 4 m2

tidak dihitung KLB,

Perhitungan KLB



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

PA
RK

IR lantai yang 
digunakan 
untuk parkir 
beserta 
sirkulasinya 
sebagai fasilitas  
bangunan 
gedung

≤50% dari  
batasan KLB  
tidak dihitung 
KLB,
kelebihannya 
dihitung sebagai
KLB 100%;

BA
NG

UN
A

N
KH

US
US

PA
RK

IR

Bukan bangunan  
pelengkap dari  
bangunan utama

Luaslantai  
bangunan 
boleh 
mencapai 150%
dari luastotal  
lantai yang telah  
ditetapkan pada 
RDTRdan PZ

BA
NG

UN
AN

KH
US

US
PA

RK
IR

Prasarana parkir  
perpindahan 
moda (PARK 
ANDRIDE),
terintegrasi 
dengan angkutan  
umum massal, 
dan bukan 
bangunan 
pelengkap dari  
bangunan utama

Luaslantai  
bangunan 
mencapai 200%
dari luastotal  
lantai yang telah  
ditetapkan pada 
RDTRdan PZ

BA
NG

UN
AN

KH
U

SU
S

PA
RK

IR

Parkir mekanikal  
bertingkat atau 
parkir otomatis

Luaslantai  
bangunan 
mencapai 150%
dari luas total  
lantai yang telah  
ditetapkan pada 
RDTRdan PZ
Dihitung sebagai 
Satuan Ruang  
Parkir (SRP)



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

B
A

LK
O

N

Balkon 
menjorok keluar

Balkon didalam 
struktur massa 
bangunan

lebar >1,5m dari  
dinding terluar 
bangunan
ATAU tertutup  
oleh dinding / 
elemen penutup 
lainnya

Dihitung 
sebagai KLB  
100%

B
A

LK
O

N

Dengan 
overstek yang 
menempel 
pada fasad 
bangunan 
gedung 
apartemen/ 
kondotel/hotel  
dengan

Lebar ≤1,5 m,  
Tidak dihitung 

KLB

B
A

LK
O

N

yang beratap 
pada 
bangunan 
rumah sangat 
kecil, rumah 
kecil, rumah 
sedang, rumah  
besar dan  
rumah kos

Tidak dihitung 
KLB

M
EZ

A
NI

NE lantai yang 
berada di atas 
Toilet/ruang 
makan/kantor/ 
koridor/tribun/a  
uditorium/ 
teater/bioskop 
dan lain-lain  
baik datar /  
miring

tinggi plafon/ 
tribun >1,5 m &  
lebar >1m,  
dihitung sebagai  
KLB 100%

Perhitungan KLB



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

Balkon Mezanine



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

K
O

LA
M

R
EN

A
N

G

bidang 
mendatar pada 
area kolam 
renang yang 
beratap

Dihitung 
sebagai KLB  
100%

LA
N

TA
ID

IB
AW

A
H

TA
N

G
G

A

lantai di bawah
tangga / ramp /
panggung,

Tinggi >1,5 m  
dari lantai 

sampai dengan  
batas bawah 
lantai tangga/ 

ramp/ 
panggung, 

dihitung 
sebagai KLB  

100%

LA
N

TA
IB

ER
LU

B
A

N
G

lantai 
berlubang 
(perforated 
floor) / lantai 
berbentuk jala 
(heavy duty  
mesh floor)

Dihitung 
sebagai KLB  

100%

LA
N

TA
ID

IB
AW

A
H

JE
ND

EL
A

luasbidang  
mendatar 
pada area di 
bawah jendela  
tersembunyi

tinggi bersih >1,2  
m, dihitung 
sebagai KLB  

100%

Perhitungan KLB



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

Lantaidibawahtangga

Lantaidibawahjendela

KolamRenangberatap



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

B
A

N
G

U
N

A
N

PE
N

G
H

U
B

U
N

G

antara GSBdan  
GSJyang  
dipergunakan 
untuk kegiatan 
KOMERSIAL
menuju stasiun
angkutan 
umum massal 
berbasisrel

Dihitung 
sebagai KLB  

100%

B
A

N
G

U
N

A
N

PE
N

G
H

U
B

U
N

G

antara GSBdan  
GSJyang  
dipergunakan 
untuk jalur 
PEDESTRIAN
/akses 
penghubung
menuju stasiun 
berbasisrel

Tidak dihitung
KLB

B
A

N
G

U
N

A
N

K
O

N
TA

IN
ER baik satuan, 

disusun berjejer /  
bertingkat 
dengan pondasi
, digunakan  
sebagai fungsi  
bangunan 
gedung

Dihitung 
sebagai KLB  

100%

K
EG

IA
TA

N
U

M
K

pada 
bangunan 
sementara dan 
tidak 
berdinding 
atau kontainer 
tunggal tanpa  
pondasi

Tidak dihitung 
KLB

Perhitungan KLB



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

B
A

N
G

U
N

A
N

AT
M

lantai 
bangunan 
Anjungan Tunai  
Mandiri (ATM)

Dihitung 
sebagai KLB  

100%

SH
AF

T
LI

FT
/T

A
N

G
G

A

Bidang 
mendatar shaft 
lift dan tangga  
apabila tidak 
berhenti pada 
satu lantai

Tidak dihitung 
KLB

VO
ID

TA
N

G
G

A

void tangga
lantai paling
atas

Tidak dihitung
KLB

R
U

A
N

G
PU

B
LI

K

ruang antar  
bangunandan  
ruang privat  
digunakan 
untuk 
kepentingan 
publik selama 
lebih dari 15 
jam

Tidak dihitung
KLB

Perhitungan KLB



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

AT
A

P
B

A
N

G
U

N
A

N

luasbidang  
mendatar 
ruang terbuka  
tidak beratap 
pada lantai 
atap bangunan 
gedung yang  
dimanfaatkan 
hanya sebagai  
fungsiatap/  
taman atap/ 
kolam renang

Tidak dihitung  
KLB

LA
N

TA
IC

AT
W

A
LK yang berfungsi 

untuk 
pemeliharaan 
dengan lebar <
1  m

Tidak dihitung 
KLB

B
A

N
G

U
N

A
N

LA
YA

N
G

yang 
digunakan 
pejalan kaki 
dan tidak 
dipergunakan 
untuk kegiatan  
lain

Tidak dihitung 
KLB

LA
N

TA
IE

VA
K

U
A

SI
B

EN
C

A
N

A

bangunandi  
atas24 lantai  
yang 
menyediakan 
lantai evakuasi 
bencana satu  
lantai / lebih 
dan tidak 
dimanfaatkan 
untuk kegiatan  
lain

Tidak dihitung 
KLB

Perhitungan KLB



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

PS
L

PA
D

AT

KOMERSIAL paling  
tinggi
65 %

HUNIAN
paling kurang 35 %

PS
L

K
U

RA
N

G
PA

D
AT

KOMERSIAL paling  
tinggi
50 %

HUNIAN
paling kurang 50 %

K
AW

A
SA

N
TO

D

proporsi KLB 
ditetapkan lain 
berdasarkan 
karakteristik dan 
mengacu pada 
peraturan 
perundang-
undangan

PROPORSI KLB Pada Sub Zona Campuran
Perhitungan proporsi KLBpada sub zona campuran berdasarkanPSLdihitung 
dari luasseluruh lantai bangunan yang direncanakan.



TATA BANGUNAN GEDUNG

KTB
(Koefisien Tapak Bangunan)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



KTB? KTB
Luas Lantai  
Basement

Luas Lahan

Luas Lahan
Perencanaan
=100 m2

Luas
Lantai
Basement
=50 m2

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN TAPAK BASEMENT (KTB)

angka persentase perbandingan 
antara luastapak basemen  
terluasdihitung dari dinding  
terluar struktur basemen 
terhadap lahanperencanaan.

dinding terluar bangunan  
basemenyang dihitung 30 cm  
dari dinding perimeter sisi  
dalam.



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

PembebasanKTB
KOEFISIEN TAPAK BASEMENT (KTB)

1. basemenyang  
menghubungkan 
antar basemen 
yang berada di 
bawahprasarana  
umumseperti  
jalan dan saluran

Penggunaan basemen yang 
berada di bawah prasarana 
umum dan RTH harus 
mendapatkan persetujuan 
Gubernur setelah mendapat 
pertimbangan dari BKPRD



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

PembebasanKTB
KOEFISIEN TAPAK BASEMENT (KTB)

2. koridor basemenyang  
berada pada area 3 mdari  
GSJ yang menghubungkan  
basemengedung/ halaman/   
ruang publik dengan 
prasarana/ sarana stasiun  
transportasibawahtanah,

lebar maks. 7 mdan hanya  
untuk jalur pejalankaki.



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

KTB sesuai 
RDTR dan PZ, 
kecuali :

KOEFISIEN TAPAK BASEMENT (KTB)

sub zona R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6 dan  
R.9, KTBpaling tinggi sama dengan KDB  
yang telahditetapkan,dan hanya sebagai  
fungsi penunjang kegiatan utama hunian

KETENTUAN KHUSUS KEGIATANRUMAH SUSUN (rumah susun komersial/apartemen dan yang 
menggunakan ketentuan khusus sesuai RDTR dan PZ besar KTB :
§ PSL sangat padat paling tinggi 60%,
§ PSL padat paling tinggi 55%,
§ PSL kurang padat paling tinggi 50%,
§ PSL tidak padat paling tinggi 45%,
§ sub zona KDB rendah dan sub zona rumah vertikal KDB rendah besar KTB paling tinggi 50%

sub blok dengan KTB yang tidak ditentukan dalam RDTR dan PZ, besar KTB paling tinggi sama dengan
KDB yang telah ditetapkan dalam RDTR dan PZ.



TATA BANGUNAN GEDUNG

KDH
(Koefisien Dasar Hijau)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



angka persentase perbandingan antara 
luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan 
gedung dan luas lahan perpetakan atau  
lahan perencanaan yang dikuasai.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020

KDH ?

X 100%NILAI KDH = LUAS BIDANG TANAH YANG DIHITUNG KDH

LUAS LAHAN PERENCANAAN (LUAS ABCD)

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN DASARHIJAU(KDH)



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN DASARHIJAU(KDH)



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN DASARHIJAU(KDH)

INDEKS HIJAU JAKARTA (IHJ)

HUTAN KOTA
sebesar 10% dari wilayah  

kotanya sebagai acuan  
kualitastutupan lahan

Permen Kehutanan No. P.71 Tahun 2009 dan 
Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 17 Tahun 2017

RTH 10% nilai IHJnya 50
=

Memiliki kondisi cukup



TIPOLOGI RTHDKI JAKARTA

KDH

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN DASARHIJAU(KDH)



Permukaan tanahyang dimanfaatkan sebagai resapanair 
dan RTHdi atas basemen 2 dengan kedalaman min. 2 m 
dan menyatudengan tanah sekitarnya.

Min. 2.00 m

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020

KOEFISIEN DASARHIJAU(KDH)

Perhitungan KDH



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN DASARHIJAU(KDH)

Minimal 10% dari lahan perencanaan

pertamanan/   
penghijauan

resapan air

Fungsi Pertamanan/ Penghijauan Fungsi ResapanAir

Biopori/sumur resapan/ kolam
resapan memanjang (long soak
pond) yang dapat menyerap air.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020

Pepohonan/ DaerahHijau Bangunan  
(DHB) seperti tamanatap, taman  
vertical, hidroponik dan sejenisnya

ü PENYERAP AIR HUJAN;
ü PENYEDIA HABITAT SATWA;
ü PENYERAP POLUTAN;
ü PENAHANANGIN.

ü SISTEM SIRKULASI UDARA (paru-paru kota);
ü PENGATUR IKLIM MIKRO
ü SEBAGAI PENEDUH;
ü PRODUSEN OKSIGEN;



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN DASARHIJAU(KDH)

PADA SUBZONA KDBSEDANG-TINGGI

Maks.25%
batasanKDH

• Diperbolehkansebagai DaerahHijauBangunan(DHB) seperti

taman atap, taman vertical, hidroponik, dan sejenisnya

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN DASARHIJAU(KDH)

50%
batasan

KDH

• Harus memiliki lebar min. 5 m
• Penempatannya berbatasan dengan 

jalan publik, serta ditanam pohon 
pelindung, kecuali pada kawasan yang 
diatur dalam ketentuan lain

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020

Lahan> 5.000 m2



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN DASARHIJAU(KDH)

PERKERASAN BAGIAN DARI LANSEKAP/TAMAN
DIHITUNG SEBAGAI KDH

× kolamhias

× air mancur

ü lintasanlari (jogging track)

ü perkerasantepi kolamrenang  
(pool deck) denganlebar  
maksimum1,50 m

ü jalur pedestrian

ü jalur sepeda dengan

TIDAKDIHITUNGSEBAGAI KDH

denganmaterial meresapkanair

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN DASARHIJAU(KDH)

PRASARANAPARKIR dapat dihitungKDH dengan syarat:

Maks.25%  
batasanKDH

• Mempunyai FUNGSI RESAPAN

• Dapat ditumbuhi RUMPUT/ denganMATERIALMERESAPKAN AIR

• Kedalamantanahminimum2 m

• Wajib menanam pohon peneduh dengan rasio 1 pohon : 3 Parkir (SRP)
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INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN DASARHIJAU(KDH)

ü BUKAN bagian dari jalur sirkulasi internal
untuk kegiatan operasional dan servis.

ü KHUSUS untuk akses pemadam kebakaran,
BUKAN untuk kegiatan yang lain, termasuk
parkir kendaraan.

ü MAKS. 50% dari batasanKDH.

ü MAKS. 5% dari total lahan Perencanaan
dan merupakan bagian dari batasan KDH
pada Sub zona KDBrendah.

JALURMOBILPEMADAM KEBAKARAN
DIHITUNG SEBAGAI KDH

× PerkerasanMobil Pemadamkebakaran/   
Hardstanding

TIDAKDIHITUNGSEBAGAI KDH

denganmaterial meresapkanair
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN DASARHIJAU(KDH)

1. jalan kendaraan, parkir, plaza, kolam,air mancur berada di atas bangunan
2. jalur pedestrianbukan merupakanbagiandari taman.

TIDAK DIHITUNG SEBAGAI KDH :

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOEFISIEN DASARHIJAU(KDH)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jkarta No. 135 Tahun 2020

RUMAH SUSUN DAN RUMAH SUSUN UMUM DENGAN  
KETENTUAN KHUSUSSESUAI RDTR DAN PZ

KDHpaling rendah45%

SUB ZONA KDB RENDAH

PSL KDH paling rendah
Sangat Padat 25%

Padat 30%

Kurang Padat 35%

Tidak Padat 35%



TATA BANGUNAN GEDUNG

KB
(Ketinggian Bangunan)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



KB ?
INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KETINGGIAN BANGUNAN (KB)

KBdihitung berdasarkan jumlah lapis lantai bangunan gedung (lantai penuh) 
dalam suatu bangunan mulai dari lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020

Tinggi bangunan merupakan total tinggi
bangunan gedung dalam satuan meter
mulai dari peil perkarangan setempat
(sesuai titik koordinat KKOP jika ada
KKOP) sampai dengan elemen tertinggi
bangunandihitung denganketentuan :

Tipe 
Bangunan

Jumlah  
lantai

Rendah 1 – 4 Lantai

Sedang 5 – 8 Lantai

Tinggi > 8 Lantai



1. MASSA BANGUNAN
berlaku pada massa bangunan dengan batas 
TERTINGGI ELEMEN STRUKTUR (bubungan atap 
tertinggi, ataupun dinding parapet & mencakup 
elemen estetis/fasade bangunan yang ada)

2. ELEMEN UTILITAS
berlaku apabila terdapat jaringan peralatan 
UTILITAS (penangkal petir, menara  
telekomunikasi, peralatan MEP) pada area  
atap bangunan/menempel pada bangunan.

Batas KETINGGIAN BANGUNAN?
INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KETINGGIAN BANGUNAN (KB)



mencapai maks.1,20 m mengikuti rata-rata jalan,
C. Peil lantai dasar suatu lantai bangunan gedung diperkenankan

dengan tetap
memperhatikan keserasian lingkungan.

B

A

C

Ketentuan KETI NGGI AN BANGUNAN ?
A. NON-HUNIAN Jarak vertikal dari permukaan lantai dasar kelantai 

2 maks. 10 m, tidak dihitung sebagai 2 lantai

B. Jarak vertikal lantai-lantai selanjutnya maks. 5 m, Jika > 5
m  dianggap sebagai 2 lantai

Tidak berlaku untuk bangunan tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, 
gedung sekolah, bangunan monumental yang memiliki nilai arsitektur spesifik.

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KETINGGIAN BANGUNAN (KB)



§ Luasnya < 50 % dari luas lantai penuh di bawahnya tidak dihitung lantai bangunan;

§ Luasnya > 50 % dari luas lantai penuh dibawahnya,dihitung lantai bangunan.

MEZANIN

§ Hunian kegiatan rumah kos, rumah susun,& hotel diperbolehkan 
mezanin dengan mempertahankan tinggi antar lantai maks. 5 m

§ Kegiatan rumah sangat kecil, rumahkecil, rumahsedang, rumah 
besar & rumah flat diperbolehkan mezanin paling besar 1 buah

INTENSITAS PEMANFAATAN 
RUANG

KETINGGIAN BANGUNAN (KB)



PEILLANTAI DASAR BANGUNAN
INTENSITAS PEMANFAATAN 
RUANG

KETINGGIAN BANGUNAN (KB)

PEKARANGAN/PERSILBERKONTURPADA BASEMEN TUNGGAL(1 TOWER)

dihitung dari RATA-RATA ketinggian  
lahanberdasarkanBATASBANGUNAN



PEILLANTAI DASAR BANGUNAN
INTENSITAS PEMANFAATAN 
RUANG

KETINGGIAN BANGUNAN (KB)

PEKARANGAN/PERSIL BERKONTURPADA BASEMEN BERSAMA (LEBIHDARI 1 TOWER)

dihitung dari RATA-RATA ketinggian  
lahanberdasarkanBATASLAHAN



INTENSITAS PEMANFAATAN 
RUANG

KETINGGIAN BANGUNAN (KB)

Peil atap basemen dengan muka tanah RATA-RATA persil > 1,20 m

PEILLANTAI DASAR BANGUNAN

LANTAI BASEMEN = LANTAI DASAR



INTENSITAS PEMANFAATAN 
RUANG

KETINGGIAN BANGUNAN (KB)

maka tinggi peil lantai dasar 
ditetapkan di atas lantai bangunan 
yang tertutup tanah/basemen

Tinggi rata-rata tanah/pekarangan/persil > 1,20 m di atas jalan

PEILLANTAI DASAR BANGUNAN



INTENSITAS PEMANFAATAN 
RUANG

KETINGGIAN BANGUNAN (KB)

maka tinggi peil lantai dasar 
ditetapkan pada akses utama 
pekarangan/persil

PEILLANTAI DASAR BANGUNAN
Pekarangan/persil yang memiliki kemiringan yang curam / perbedaan 
yang besar pada tanah asli suatu pekarangan



INTENSITAS PEMANFAATAN 
RUANG

KETINGGIAN BANGUNAN (KB)

maka tinggi peil lantai 
dasar ditentukan dari 
peil rata-rata dimensi 
permukaan jalan yang 
terlebar

PEILLANTAI DASAR BANGUNAN
Pekarangan/persil yang memiliki > 1 akses jalan dengan kemiringan 
yang tidak sama



INTENSITAS PEMANFAATAN 
RUANG

KETINGGIAN BANGUNAN (KB)

PEILLANTAI DASAR BANGUNAN
Tinggi lantai dasar bangunan gedung dapat dihitung maks.1,2 mdari nilai 
peil lantai bangunan rata-rata yang ditetapkan sebagai nilai batasan 
ketinggian permukaan tanah

dengan ketentuan tapak bangunan 
yang berada di bawah lantai 
dasar mengikuti ketentuan KTB







TATA BANGUNAN
§ UNDANG-UNDANG 26/2007TENTANG PENATAAN RUANG
§ UNDANG-UNDANG NO. 8TAHUN 2016TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
§PERMENPUPRNO.14/PRT/M/2017 TAHUN2017TENTANGPERSYARATANKEMUDAHAN BANGUNAN 
GEDUNG
§ PERDA NO.4TAHUN1975TENTANG KETENTUAN BANGUNAN BERTINGKAT
§ PERDA NO. 6 TAHUN 1999TENTANGSTANDARKEBUTUHANSARANAKOTA (FASUM/FASOS)
§ PERDA NO.7 TAHUN 2010TTG BANGUNAN GEDUNG
§ PERDA DKINo.1 Tahun2014tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)dan Peraturan Zonasi (PZ)
§ PERGUBNO. 135TAHUN 2019TENTANGPEDOMAN TATA BANGUNAN
§ PERGUBNO. 27 TAHUN 2009TENTANG RUSUN SEDERHANA

RUANG TERBUKA HIJAU&KDH
§ PERGUBNO. 38 TAHUN2012TTGBANGUNAN GEDUNG HIJAU
§ PERGUBNO. 135TAHUN 2019TTGTATA BANGUNAN
§ KETENTUAN RTHDINASPERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

PARKIR
PERDA NO.4TAHUN 1975TENTANG KETENTUAN BANGUNAN BERTINGKAT
PERGUBDKIJAKARTA NO.135TAHUN2019
SKDIREKTURPERHUBUNGANDARAT NO.272/HK.105/DRJD/96TENTANGPEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAANFASILITASPARKIR

KEBAKARAN
§ PERMENPUNO. 26TAHUN 2008
§ PERGUBNO. 200TAHUN 2015



LINGKUNGAN
§ PERDA DKINO 2 TAHUN 2005TENTANGPENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
§ KEPUTUSANKEPALABAPEDALNO 205TAHUN1996,TENTANG PEDOMAN TEKNISPENGENDALIAN 

PENCEMARAN UDARA SUMBERTIDAKBERGERAK
§ LAMPIRAN IIIKEPUTUSANKEPALABAPEDAL NO 205TAHUN 1996,TENTANGPEDOMAN TEKNIS

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA SUMBERTIDAKBERGERAK
§ KEPUTUSANMENTERILHNO 48 TAHUN1996TENTANGBAKUTINGKATKEBISINGAN

PENGELOLAANSAMPAH
§ PERDA DKINO 3 TAHUN 2013TENTANGPENGELOLAANSAMPAH
§ PERMENPUNO 3 TAHUN 2013TENTANGPENYELENGGARAANPERSAMPAHAN

TATA AIR
§ INSTRUKSIGUBERNURDKIJAKARTANO.43TAHUN 2013TENTANGWATERTRAP
§ PERGUBDKINO 20 TAHUN2013TENTANGSUMURRESAPAN
§ PERGUBDKINO 38 TAHUN2012TENTANGBANGUNAN GEDUNG HIJAU

PENGELOLAAN AIRLIMBAH
§ PP NO 101TAHUN 2014TENTANGPENGELOLAAN LIMBAH BAHANBERBAHAYADAN BERACUN
§ PERMENLHKNO P.68/MENLHK-SETJEN/2016TENTANGBAKUMUTUAIRLIMBAHDOMESTIK
§ PERMENLHKNO. P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020TENTANG PENYIMPANAN LIMBAHBAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN
§ PERGUBDKINO 122THN2005TENTANGPENGELOLAAN AIRLIMBAHDOMESTIKDIPROVINSIDKIJAKARTA
§ PERGUBDKINO 38 TAHUN2012TENTANGBANGUNAN GEDUNG HIJAU



PERATURAN TATA RUANG &BANGUNAN
• UNDANG-UNDANG 26/2 007 TENTANG PENATAAN RUANG

• UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

• PERATURANMENTERI PUPRNO. 14/PRT/M/2017 TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATANKEMUDAHAN BANGUNAN
GEDUNG

• PERATURANMENTERIPU NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSIKEBAKARAN

• PERATURANMENTERI PUPRNO. 30/PRT/M/2006 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN
AKSESIBILITASPADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

• PERATURANDAERAHNO. 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATARUANG & PERATURAN ZONASI

• PERATURANDAERAH DKI JAKARTANOMOR  10 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

• PERATURANDAERAHNO. 7 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

• PERATURANDAERAHNO. 6 TAHUN 1999 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN SARANA KOTA (FASUM/FASOS)

• PERATURANGUBERNURDKI JAKARTA NO. 135 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TATA BANGUNAN

• PERATURANGUBERNURNO. 200 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS AKSES PEMADAM KEBAKARAN

• PERATURANGUBERNURDKI JAKARTA NO. 20 TAHUN 2013 TENTANG SUMUR RESAPAN

• PERATURANGUBERNURDKI JAKARTA NO. 38 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG HIJAU



TATA BANGUNAN GEDUNG

PAGAR

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



Pagar“a” :

Ketinggianpagar maksimal 3 mdiatas  
permukaanlahanperkarangan

Ketinggian pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping &belakang 
untuk bangunan tunggal paling tinggi 3 m di atas permukaan lahan pekarangan

b

b

a

a

c

Bangunan Tunggal

GSJ

TATA BANGUNAN GEDUNG PAGAR

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020

• Posisi pagar diperkenankan terletak pada batas lahan perencanaan

• ARKADEtidak diperbolehkanmenggunakanpagar.



Pagar“b” :
§ Ketinggianpagar maksimal :

- 1,5 muntuk rumahtinggal,
- 2,0 muntuk bukan rumahTinggal

§ bagian tidak tembuspandang maksimal 75  
cmdiatas permukaanlahan

Tinggi pagar pada GSJdan antara GSJdengan GSBpada bangunan rumah tinggal paling tinggi 
1,50 m di atas permukaanlahan, dan pada bangunan bukan rumah tinggal paling tinggi 2 m di atas 
permukaan lahan pekarangan;

Pagar pada GSJharus tembus pandang dengan bagian bawah dapat tidak 
tembuspandangpaling tinggi setinggi 75 cmdi atas permukaan lahan 
pekarangan, dan pintu pagar pekarangantidak boleh melebihiGSJ;

b

b

a

a

c

Bangunan Tunggal

GSJ

TATA BANGUNAN GEDUNG PAGAR

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



Lahan perencanaan yang berada di tikungan, persimpangan dan/atau hook,pagar 
wajib dimundurkan untuk penyediaan ruang bagi pejalan kaki dan memperluas sudut 
pandang pengemudi kendaraan;

b

b

a

a

c

Bangunan Tunggal

GSJ

Pagar “c” :

Pagar yang berada di  
tikungan/hook/ persimpangan

TATA BANGUNAN GEDUNG PAGAR

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020
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TATA BANGUNAN GEDUNG PAGAR

Letak pintu untuk kendaraan bermotor roda empat pada lahan perencanaan yang membentuk 
sudut tikungandiberi jarak minimum:

HUNIAN 8 m dari titik belok

NON-HUNIAN 20 m dari titik belok

Letak pintu akses pada lahan perencanaan yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan diatas, diletakkan
pada ujung terjauh batas lahan perencanaan terhadap titik belok.



TATA BANGUNAN GEDUNG

RAMP

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



TATA BANGUNAN GEDUNG LERENGAN (RAMP) KENDARAAN

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020

ü ADA 3 JENIS :
1. ramp kendaraan lurus
2. ramp kendaraan lurus dengan parkir
3. ramp spiral

ü tidak boleh memotong jalur pedestrian/
sarana pejalan kaki umum.

ü ramp kendaraan menuju dan/atau dari
basemen harus memiliki ruang datar
minimum 3 m dari GSJ jalan utama.

ü ramp kendaraan menuju dan/atau dari
basemen di luar bangunan minimum
berjarak 60 cm dari GSJ jalan dan batas
persil/perpetakan.



TATA BANGUNAN GEDUNG LERENGAN (RAMP) KENDARAAN

JENIS RAMP KENDARAAN :

Ramp tidak boleh memotong
jalur pedestrian/ sarana
pejalan kaki umum !

ramp kendaraan lurus ramp kendaraan lurus dengan parkir Ramp spiral

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



TATA BANGUNAN GEDUNG LERENGAN (RAMP) KENDARAAN

• ramp kendaraan menuju/daribasemen harus memiliki ruang datar min. 3 mdari GSJjalan utama.

• ramp kendaraan menuju dan/atau dari basemen di luar bangunan minimum berjarak 60 cmdari GSJ
jalan dan batas persil/perpetakan.

Setiap lantai untuk fungsi parkir dengan luas diatas 5.000 m2 / minimum 250 SRP (Satuan
Ruang Parkir) harus dilengkapi ramp kendaraan paling sedikit masing-masing 1 unit untuk
ramp naik dan ramp turun!

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



TATA BANGUNAN GEDUNG LERENGAN (RAMP) KENDARAAN

kemiringan ramp lurus 
minimum 1 : 7

kemiringan ramp
lurus dengan lantai
parkir Min. 1 : 20

KEMIRINGAN RAMP KENDARAAN

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



TATA BANGUNAN GEDUNG LERENGAN (RAMP) KENDARAAN

Lebar ramp kendaraan lurus untuk 2 arah harus diberi
pemisah dengan lebar 50 cm sehingga lebar minimum
(3,00 + 0,50 + 3,00) m, dan tinggi pemisah sebesar 10 cm

Lebar ramp kendaraan  
lurus 1 arah minimum 3 m

LEBAR RAMP KENDARAAN



TATA BANGUNAN GEDUNG LERENGAN (RAMP) KENDARAAN

RAMP KENDARAAN SPIRAL

Ramp secara menerus maksimum 5 lantai, jika lantai
parkirnya lebih dari 5 lantai harus menggunakan
sirkulasi datar sebelum ke lantai berikutnya

• lebar ramp kendaraan spiral 1 arah minimum 3,5 m
• lebar ramp kendaraan spiral untuk 2 arah diberi

pemisah lebar 50 cm sehingga lebar minimum (3,50 +
0,50 + 3,50) m dan tinggi pembatas 10 cm



TATA BANGUNAN GEDUNG

PARKIR

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020



TATA BANGUNAN GEDUNG PARKIR

PENYEDIAAN PARKIRDAPATDITERAPKAN PADA :

FASILITASPARKIRDISEDIAKAN BAGI KENDARAAN :

Parkir Dalam Bangunan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2020

Parkir di Halaman

PARKIRKHUSUSpenyandang disabilitas, orang lanjut usia, ibu hamil dan pengguna sepeda :
ü Posisi terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;

ü Cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;

ü disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan

ü ditandai dengan simbol tanda parkir.



TATA BANGUNAN GEDUNG PARKIR

Tempat parkir penyandang disabilitas harus memiliki
ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda
keluar/masuk kendaraannya.

Tempat parkir lebar 370 cm untuk parkir tunggal dan
620 cm untuk parkir ganda

Tempat parkir penyandang disabilitas diletakkan
pada permukaan datar dengan kelandaian paling
besar 20°

PARKIR KHUSUS



TATA BANGUNAN GEDUNG PARKIR

PARKIRDI HALAMAN
ü Menyediakanpohon-pohon peneduh
ü parkir > 20 mobil harussediakan ruang 

duduk/tunggu sopirminimum2 mx 3 m.

ü Parkir ruang terbuka antara GSJ-GSB:

ü Terhadap sisa ruang parkir eksisting yang terkena ketentuan parkir maksimum
dalam Kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) dapat
dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau/taman dan sejenisnya yang
ditanami pohon pelindung/peneduh untuk fungsi sosial dan ekologis yang dapat
diakses public .
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TATA BANGUNAN GEDUNG PARKIR

ü Terhadap sisa ruang  
maksimum dalam

parkir eksisting yang terkena ketentuan parkir
Kawasan berorientasi transit (Transit Oriented

Development/TOD) dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan usaha 
mikro dan kecil serta kegiatanpublik lainnya.

PARKIRDALAMBANGUNAN
ü Tinggi ruang bebas struktur (head room)

min. 2,25 m.

ü Setiap lantai harus dilengkapi tangga
dengan radius 25 m jika tanpa sprinkler /
40 mjika ada sprinkler.

ü Setiap lantai bila parkir > 20 mobil harus sediakan ruang tunggu/kantinsopir.
ü Pada kawasan pembatasan lalu lintas, Kawasan berorientasi transit dan/atau

pada koridor moda angkutan umum massal dengan radius 400 m dari rencana
sumbu jalur angkutan umumdikenakan batasanparkir maksimum.
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TATA LETAK DAN DIMENSI PARKIRMOTOR



TATA BANGUNAN GEDUNG PARKIR

TATA LETAKDAN DIMENSI PARKIRMOBIL
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TATA BANGUNAN GEDUNG

BANGUNAN DI
BAWAH  PERMUKAAN
TANAH
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TATA BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN DIBAWAH PERMUKAAN TANAH

RUANGDI BAWAHPERMUKAAN TANAH,DIPERBOLEHKAN UNTUK :

Akses pejalankaki ke stasiunangkutanumummassal

Prasarana jalandanutilitaskota

Perkantoran, perdagangandan jasa

Fasilitasparkir

Sarana penunjang kegiatan gedung di atasnya

Jaringanangkutanumummassal

Kegiatankeamanandanpertahanan.

BUKAN UNTUK  
FUNGSIUTAMA HUNIAN

(kamar tidur, dapur,  
ruang tamu/ keluarga)
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TATA BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN LAYANG

LETAK

DEFINISI Bangunan penghubung antar bangunan yg dibangun melayang di atas 
permukaantanah.

FUNGSI

sirkulasi pejalankakiusaha (multiguna)

• Pemilihan jenis konstruksi bangunan layang harus dapat menjamin keamanan dan
keselamatanpemakai maupun yang lainnya!

• Bangunan layang yang berada di atas prasarana jalan, sungai, jalan rel dan/atau
RTH harus mendapat persetujuan dari Gubernur melalui BKPRD yang dituangkan
dalam Surat Keputusangubernur.

a. berada dalamsatu lahanperencanaan;

b. berada pada lebihdari satu lahanperencanaan;

c. berada di atasprasarana jalan, sungai, jalan rel, dan/ atauRTH.
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TATA BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN LAYANG

KDB

Bangunanlayang berfungsi hanya
sirkulasi pejalan kaki :

§ lebar maks. 4 m

§ tinggi bersihmin. 5,5 mdari  
muka tanahtertinggi.

Bangunan layang berfungsi
usaha (multiguna) dihitung
sebagai KDBdan KLB:

§ lebar min. 7 m& maks. 12 m

§ tinggi bersihmin. 5,5 mdari  
muka tanahtertinggi

§ Maks. 4 lapis.

Diperhitungkan dalam KDB berdasarkan proyeksi kecuali berada di
atas  prasarana jalan, sungai, jalanrel, dan/ atauRTH.


